BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Salah satu ciri jaminan kebendaan adalah kemudahan dalam melaksanakan
eksekusi melalui parate eksekusi, pada praktiknya eksekusi jaminan fidusia melalui
parate eksekusi seringkali menimbulkan permasalahan yang bisa berdampak pada
merugikan salah satu pihak. Salah satu permasalahan yang timbul dari parate
eksekusi jaminan fidusia adalah perkara perbuatan melawan hukum nomor register
345/PDT.G/2018/PN.jkt.sel kemudian mengajukan permohonan uji materil pada
Pasal 15 ayat (2) dan (3) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan
penormaan kembali Pasal 15 ayat (2) dan (3) penormaan kembali yang dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi maka konsep parate eksekusi pada lembaga jaminan
fidusia mengalami pergeseran bahwa parate eksekusi dapat dijalankan dengan syarat
terdapat kesepakatan antara kreditor dan pemberi fidusia atau debitor bersedia
secara sukarela menyerahkan obyek yang menjadi jaminan fidusia, sehingga pola
parate eksekusi pada lembaga jaminan fidusia yang mencerminkan eksistensinya
yang sederhana, cepat dan tak perlu biaya tinggi, kini akan mengalami proses yang
panjang dan memerlukan syarat untuk melaksanakannya serta memakan biaya yang

lebih besar dari sebelumnya.

5.2 Saran
a. Parate eksekusi pada jaminan fidusia sudah seharusnya dilakukan dengan cara
yang efisien waktu dan biaya untuk mempermudah pelunasan hak tagih kreditor,
tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJF

parate eksekusi bukan hanya ditentukan pada saat debitor lalai dalam memenuhi
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prestasinya saja tetapi harus dengan kesepatan para pihak tentang cidera janji
dan debitor menyerahkan obyek jaminan dengan sukarela, dengan begitu
kreditor akan lebih sulit untuk mendapat pelunasan hak tagihnya karena debitor
tidak dengan begitu saja mau untuk obyek jaminannya dieksekusi dan jika parate
eksekusi masih harus adanya penetapan ketua pengadilan negeri maka penjualan
tersebut bukan lagi “atas kekuasaan sendiri” tetapi menjadi “atas kekuasaan
pengadilan”.

. Sudah seharusnya apabila debitor wanprestasi dan menimbulkan kerugian pada
kreditor, maka debitor harus siap menerima konsekuensi dari apa yang telah
diperbuatnya salah satunya yaitu eksekusi obyek jaminan, tetapi untuk kreditor
dalam melaksanakan eksekusi pada obyek jaminan harus dilakukan dengan bijak
sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru dari eksekusi tersebut, maka
sebenarnya lebih urgen untuk dilakukan pembaharuan adalah pada proses
eksekusinya bukan pada aturan eksekusinya, dikarenakan apabila eksekusi
dilakukan dengan proses waktu yang panjang akan menimbulkan biaya yang
besar, hal ini akan merugikan kedua belah pihak karena proses yang berbelit-
belit tersebut, karena biaya yang timbul akan dibebankan pada debitor dan

kreditor kehilangan banyak waktu pada proses eksekusi yang lebih alot.
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